BAB I

KETENTUAN TENTANG KORUPS

A. Pengertian Korupsi

Secara terminologis, korupsi dipahami sebagai stiatlek pidana
yang memperkaya diri yang secara langsung merugikegara atau
perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatapsianeliputi dua aspek.
Aspek memperkaya diri dengan menggunakan kedudykamtan aspek
penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Bebpendapat mencoba
memberi batasan bahwa korupsi merupakan suatuaksingang tidak jujur
yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu, daag& dari pihak lain.
Korupsi dapat berupa penyuapabriljery), pemerasan ektortion) dan
nepotisme. Korupsi merupakan kejahatan luar biag#&a ordinary crimg
yaitu produk sikap hidup dari sekelompok masyaralkatg memakai uang
sebagai standar kebenaran dan kekuasaan nutlak.

Bank Dunia merumuskan term korupsi, ydite abuse of public office
for private gain (penyalahgunaan kewenangan publik untuk mendapatka
keuntungan pribadi). Pada dasarnya korupsi merupgkenyalahgunaan
jabatan. Penyalahgunaan jabatan bisa berbentukkunkela suatu perbuatan
atau tidak melakukan suatu perbuatan untuk menglkaansuatu keuntungan

dan mencapai tujuan pribadi, orang lain, atau k@sio

'Moh. Khasan,Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi,nheit Hukum
Pidana IslamSemarang: IAIN Walisongo, 2011 him. 58.
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Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yarggutdidalam UU No.
31 tahun 1999 junto UU No. 21 tahun 2001, Menurut No. 31 tahun 1999,
yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah perbusg¢georang yang secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkayaeatidis atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangegara atau
perekonomian negafaDalam perundang-undangan di Indonesia, menurut
pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia3M1999, korupsi
adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau diengatau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekamaragara Definisi

ini diperkuat lagi pada pasal 3 bahwa korupsi ddaktiap tindakan dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang laiauasuatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sggagaada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat meru@ighaangan negara atau
perekonomian negara.

Menurut seorang ahli Patologi Sosial, Kartini Kadamendefinisikan
bahwa korupsi sebagai tingkah laku yang menggunaiavenang dan jabatan
guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepgarti umum dan
Negara! Sementara Jeremy Pope membuat definisi yang cekuaple dan
mudah dipahami bahwa korupsi adalah menyalahgunakan
kekuasaan/kepercayaan untuk kepentingan pribadi.

Menurut pakar hukum pidana, Andi Hamzah mengartils@cara
harfiah sebagai kebusukan, keburukan, kebejataidak@ijuran, dapat disuap,
tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-ka&au ucapan yang
menghina atau memfitnah. Korupsi sendiri turunami d@hasa Belanda,

corruptie (korruptie) yang kemudian ditransformasikan dalam bahasa

? Undang- undang ini terdiri atas tujuh bab dan 4Sap Ketentuan umum tentang
korupsi tersebut diatur dalam bab Il tentang TinBa&kana Korupsi, pasal 2. Baca selengkapnya
dalam U3ndang—undang No. 31 tahun 1999 tentBegiberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ibid., him.12.

* Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiydfikih Anti Korupsi Perspektif Ulama’
MuhammadiyahJakarta: PSAP, 2006, him.12.

> Jeremy Pope Strategi Memberantas Korupslakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003,
him. 6.
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Indonesia menjadi korupsi. Kata ini mengandung &ethg luas, namun
seringkali dipersamakan dengan kata penyudpan.

Adapun Menurut MUI dalam penetapan hasil keputudaglam sidang
fatwanya korupsi diartikan sebagai berikut: korupadalah tindakan
pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaaengard cara yang tidak
benar menurut syariat Islam (Kep Fatwa No. 4/ MUN¥B MUI/ 2000).
Ketetapan ini ditetapkan setelah melalui diskusi gambahasan mendalam
oleh komisi fatwa. Dengan menggunakan pertimbangaamperhatikan,
mengingat, (menggunakan berbagai dalil nas al-Qudan sunnahkaidah
fighiyah dan hasil ijtihad /pendapat para ulama) selaim aldr kata pencuri
yang terdapat banyak dalam al-Qur'an dan Sunah.igdratwa MUI juga
mengambil dari terjemahan katghulul’ yang terdapat dalam sunnah (Shahih
Bukhari 6:10)

Dengan demikian, maka seorang yang melakukan pgdaag bidang
administrasi, seperti memberikan laporan melebibhylataan dana yang
dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugigdrak yang berkaitan
dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacgikaiferkaitan dengan
jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugitte@partemen atau instansi
terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi déekpeakan dikenai hukuman

pidana korupsi.

® Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasiomtn
Internasiona) Jakarta: Rajawali Pers, 2012, him 4-5.

" Muardi Chatib,Korupsi Dalam Perpestif Islangalam Figih Korupsi Amanah VS
KekuasanMataram: Somasi NTB, 2001, him. 253-254.
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Korupsi merupakan tindakan mengambil sesuatu yamgabaya dan
berguna bukan milik/haknya, sedang harta itu begatda tempatnya yang
biasa, diambil secara sembunyi-sembunyi (tidak tetka) koruptor dan
pencuri sama-sama mempunyai kesamaan yaitu mendaandang yang bukan
haknya yang membedakan adalah pada cara yang Hayyni@mpat barang
yang diambil, serta pengaruh kepada kehidupan masgtaumum. Korupsi
mempunyai pengaruh yang lebih besar karena yamgbdiatu adalah milik
bersama (uang negara) yang dialokasikan untuk&gsepan masyarakat.

Andaikan koruptor itu digiyaskan pada pencugiyas itu disebut
sebagapgiyasaulawi kalau bahayad{arar) yang dihasilkan lebih bahaya dari
pada pencurian maka logika hukumnya adalah hukutoamptor lebih berat
dari pada pencuri. Jika pencuri yang mencuri susampaihadd yang
ditetapkan yaitu ¥ dinar maka haruslah koruptorumeénnya lebih dari
sekedar potong tangan.

Bila proses giyas seperti ini tidak bisa diterima karena banyak
perbedaan maka beratnya hukuman diserahkan padanH&adi tentunya
dengan mempertimbangkan aspek bahaya dari perbkatampsi tersebut,
sehingga hukuman yang diberikan benar-benar adihtembawa dampak jera
dan juga peringatan bagi masyarakat umum untuk tigelakukannya. Setiap
Hakim/Qadi yang hendak melaksanakan hukum haruar séan mengerti
bahwata’zir dan bentuk hukuman lainnya harus menjadi pelajdeandapat

mencegah terjadinya terulang kem£alli.

8 Ibid., him. 254-258.
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Dengan melihat beberapa definisi di atas, Majelisarjifi
Muhammadiyah menyimpulkan bahwa korupsi adalah mlahgunakan
kewenangan, jabatan, atau amanaétus{) secara melawan hukum untuk
memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dankalampok tertentu yang
dapat merugikan kepentingan umum, Dari sini pujaatdikemukakan unsur-
unsur yang melekat pada korupsiPertama tindakan mengambil
menyembunyikan, menggelapkan, harta negara atayama#tat (public), dan
juga perusahaaikedug melawan norma-norma yang sah dan berl&latiga,
penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau anyangh ada pada
dirinya. Keempat demi kepentingan diri sendiri, keluarga, ataungralan
korporasi (lembaga) tertentielima merugikan pihak lain, baik masyarakat

atau negara.

B. Jenis-JenisKorups
Dilihat dari cara mendapatkannya korupsi dibagi jedindua jenis
yaitu : Korupsi aktif dan korupsi pasif . Di antderupsi aktif adalah:

1. Memberikan sesuatu (hadiah) yang kemudian dii&#ah sebagai
gratifikasi atau janji kepada pejabat/ penyelenggaegara dengan
maksud supaya berbuat atau tidak berbuat dalamtajaim yang
bertentangan dengan kewajibannya.

2. memberikan sesuatu pada hakim dengan tujuan meanegn
putusannya.

3. menggelapkan uang atau surat berharga karenafalyat

4. memalsu buku atau daftar-daftar khusus untuk péssan administrasi.
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5. menyalahgunakan atau memanfaatkan kekuasaan d#it@ntuan yang
berlaku dan tindakan-tindakan lain yang sejénis.

Kemudian korupsi pasif adalah penerimaan sesuatuodang lain
atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakykang bertentangan dengan
kewajibannya. Semisal menerima hadiah berbuat se&asena jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibanfiya.

Kalau dilihat dari bentuk wujud perbuatan, jenisige korupsi
meliputi pengaruh, pemerasan, pemalsuan, penggelapenyuapan,
pemberian uang pelican, dan lain-lain. Adapun kaliéinjau dari perbuatan
dan kaitannya dengan hukum, korupsi dapat dikaisagkan menjadi
administrative corruption (korupsi administratif) danagainst the rule
corruption (korupsi yang sepenuhnya bertentangan dengan huum)

Dalam administrative corruptiorsegala sesuatu yang menjadi tugas
dan kewajiban dilakukan sesuai dengan aturan (hukamg berlaku; namun
di dalamnya terdapat unsur memperkaya diri sendmisalnya dalam
pengangkatan pegawai negri sipil, prosesnya dilakulsesuai dengan
ketentuan yang berlaku, mulai dari seleksi adnmasst ujian tahap awal
sampai akhir. Akan tetapi yang diluluskan adalangrtertentu dengan tidak
berdasarkan hasil seleksi. Kasus lainnya adalahepangan tender yang
prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yantpkibe tetapi

pemenangnya sebenarnya sudah ditentukan lebih wakamudian dalam

® Moh. Ayiq Amrulloh, Korupsi dalam Perpektif FigitgalamFigih Korupsi Amanah VS
KekuasanMataram: Somasi NTB, 2001, him. 269

%bid., him.270.

" bid., him. 271..
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against the rule corruptiokorupsi sepenuhnya dilakukan melawan hukum,
misalnya penggelapan dan pemeragan.

Kemudian kalau dilihat dari segi orentasinya, adaugsi yang
berpusat pada dinas publipuplic office-centered kepentingan public
(public interest-centergddan pasarnjarket-center korupsi yang berpusat
pada dinas public merupakan perilaku menyimpangg ydilakukan oleh
pejabat publik untuk memenuhi kepentingan pribKdrupsi yang berpusat
pada kepentingan publik adalah tindakan yang mesikeépentingan publik,
sedangkan korupsi yang berpusat pada pasar merupgskayalahgunaan
wewenang yang dilakukan oleh pegawai untuk men#dapakeuntungan

tambahan dari publik.

. Korupsi Dalam Hukum Islam

Penyakit bagi pelaksanaan penyelenggara kekuasagpetnerintahan
Negara yang sangat berbahaya adalah Korupsi. Renyakakan lebih
berbahaya apabila diikuti dengan Kolusi dan nepwisang secara umum
sudah dikenal dengan istilah KKN. Bahkan istilah sndah sangat ramai
diperbincangkan orang. Bila disebut KKN dalam pentahan dan
kekuasaan, pada umumnya orang sudah memahami degamggap sebagai
suatu perbuatan jahat dan membahayakan. Membalmyakgi diri
pelakunya kalau di ketahui dan diambil tindakanbiheberbahaya lagi bagi
rakyat awam yang sangat mengharapkan dan menunggi bpaya

pemerintah untuk kesejahteraan mereka. Namun,a&rmnpang mereka terima

2bid., him. 271
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adalah penderitaan dan kesengsaraan. Indonesiatdeg@ng dianugerahi
Allah berbagai fasilitas dan sumber daya alam (Sie)g demikian banyak
dengan iklim udara yang menyenangkan dan memberkesempatan
berusaha lebih leluasa, hampir tidak bermanfaat ketgdupan rakyat awam
karenaditilep oleh oknum yang punya kesempatan alias koruptor.

Allah  menurunkan syari’at Islam kepada Nabi MuhamnBAW
untuk menyampaikan syari'at-Nya kepada umat mandsidunia. Tujuan
diturunkan dan diterapkan syari'at Islam adalah ukinimerealisasikan
kemaslahatan manusia, yakni kebahagiaan di dumaddakhirat sekaligus.

Sebagaimana diindikasikan dalam surat al-Anbiy&:4€bagai berikut:

CO6PEAORIO - * RO &£200O%HARIGALL Lo 6260
&R EF JP @V OREORIDoHN, erwe
Artinya:  Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melamkantuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya’ 167)

Kemaslahatan juga direalisasikan dengan cara mdmbananfaat
(alb al-manafi’/al-mashalih) dan menolak kerusakardg’ al-mafasid.
Kemaslahatan (pengambilan manfaat dan penolakas&ean) berpijak pada
pemeliharaan lima hal pokdkl-kulliyat al-kham$, yang meliputi agamaal-
din), jiwa (al-nafg, akal @l-aql), keturunan 4l-nasl), dan harta gl-mal).
Y ima hal pokok ini merupakan kebutuhan pokok mamuysing harus ada
dalam mengarungi kehidupan dunia. Dengan katakaimdupan manusia di
dunia ditegakkan dengan lima hal pokok tersebutukJmenegakkan lima

hal pokok itu, Islam menetapkan ketentuan-keteny@ang harus dipedomani

" Depertemen Agama Republik Indonesid;Qur'an dan Terjemahny&emarang : CV
Toha Putra, 1989, him. 331.
“ Op.cit, him. 66
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dan dipatuhi manusia. Ketentuan-ketentuan itu dapeupa tuntunan-
tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan (perimatiadunr) atau tuntunan-
tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan (lamanal-nahy). Agar

ketentuan itu benar-benar dilaksanakan, Islam reek#n jaminan kepada
manusia yang berwujud kebahagiaan, kesejahteraam,kdtentraman di
dunia, di akhirat juga dijanjikan pahala yang tidakn adalah surga, yaitu
suatu tempat di akhirat yang penuh dengan keindséda kenikmatan yang
tiada taranya dan tidak ada akhirnya, sebagaineansaktub dalam surat al-

Bayyinah ayat 7-8 berikut:

BORG LS @7 OxEQ LA Lo S MR
0.6 ORIV RETO D wa S B 0D HY X 60
€070 =1 9% RE@ & % el IALI
& PP 0. 0% ORNOFEw e S

LB &R NEO0 ROCGYR (6227466000
JIRSRS OO VO ERVEIZOX AN 2>é OUCRY
ROOCO& T Bo AL et JEANT Jm B
B X %0BHOL AL O0&0ONC ¢#xE0 0 Nx-ORAIFH
BXO0>0000 P& R IR +0 3 BT KO
BOQNORHE SIIRNON W RAEQ WO €O GeR
RS CE€EO*R-O0
Artinya:  Sesungguhnya orang-orang yang berimanndangerjakan amal
saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasereka di
sisi Tuhan mereka ialah syurtfedn yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selamadgmaAllah
ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Xgng
demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang tdepgada
Tuhannya. (QS. Al-Bayyinah: 7-8)

Maksud ayat ini adalah bahwa orang-orang yang laerikkepada
Allah dan Rasul-Nya serta menyembah Allah dengamumeikan ketaatan

kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, inlemd shalat,

menunaikan zakat dan mematuhi Allah dalam segalg ggerintahkan dan
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dilarang-Nya itu adalah sebaik-baik makhfdkDan maksud pada ayat 8
adalah ganjaran mereka yang beriman dan mengergkaftamal shalih di
sisi Tuhan mereka pada hari kiamat adalah “SyAdy#, yakni kebun-kebun
tempat tinggal yang susah masuk di dalamnya, yarapamdibawah
pepohonannya mengalir sungai-sungai.
Korupsi termasuk dalam kategori kejahataaliyah, yang memiliki
tiga unsur :
1. adanyatasharruf yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil,
menerima dan memberi.
2. adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publig yerupa
kekuasaan.
3. adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakatdtau publik:’
Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensithadap
tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Isla®tidaknya perlu
dilakukan analisis terhadap beberapa istilah yamgnitiki keterkaitan
secara epistemologis dengan korupsi. Istilah korufdam diskursus
keislaman termasuk istilah yang belum memiliki keegan makna. Oleh
karena itu, perlu mencari istilah yang memilikidwdiaitan dengan korupsi
baik dalam Qur’an, Hadits atau literatur-literafigih.
Istilah korupsi secara eksplisit sangat sulitrdit&an dalam kitab-

kitab figh klasik. Memang, dalam kitab-kitab fighkaji tentang suap

> Amir Hamzah,Terjamah Tafsir Ath-ThabraniJakarta: Pustaka Azam, 2009, him.839-
840.

'° bid., him. 841.

Y Op.cit, him 67-68.
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dengan istilah dl-risywal. Kajian tentangar-risywah tersebut pada
umumnya hanya difokuskan pada kasus orang-orang lyarperkara dan
yang terlibat di dalamnya adalghdli (hakim) dan pihak yang berperkara.
Kajian ar-risywah yang hanya memfokuskan pada peradilan adalah suatu
hal yang wajar dan bukannya tanpa dasar sebaliwsisa di dalam al-
Qur'an surat al-Bagarah ayat 188 dan hadist Nabigmneéikasikan suap
(ar-risywah ke arah orang-orang yang berperkara dalam pargdii sisi

lain, peluang besar terjadinya suap-menyuap bedaddunia peradilan
karena di pengadilan terdapat orang-orang yangebam yang berupaya
untuk memenangkan kepentingannya.

Dengan demikian, kasus suap-menyuap di luar duaradgan
kurang mendapat perhatian, meskipalrrisywah dibahas dalam kitab-
kitab figh, tidak dengan sendirinya kasus korupsaht dibahas tuntas di
dalamnya. Suap termasuk tindakan korupsi, tetapp saukanlah satu-
satunya tindakan korupsi; banyak tindakan yang tddaikan sebagai
korupsi selain suap, semisghulul dan pencurian atasarigah. Oleh
karena itu, berikut analisis terhadap beberapdalistyang memiliki
keterkaitan secara epistemologis dengan tindaknpid@rupsi. Dengan
kajian istilah-istilah yang terkait secara epistéogis dengan korupsi akan
lebih mempermudah pemahaman tentang korupsi ditijari hukum

pidana Islam.
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1. Al- Risywah (Suap)

Pada Umumnya umat Islam mengartikan term korupsgya
berkembang saat ini dengan teatrrisywah yang ada dalam kajian
Islam. Secara etimologisl-risywah berarti al-ju’l (hadiah, upah,
pemberian, atau komisi). Sedangkan penyuap@aywah secara
terminologi adalah tindakan memberikan harta dargysemisalnya
untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendega atas hak
pihak lain*® Dengan kata lairgl-risywahadalah sesuatu (uang atau
benda) yang diberikan kepada seseorang untuk matka@apsesuatu
yang diharapkart?

Al-risywah diambil dari kataal-risya yang berarti tali yang
dapat mengantarkan ke air di sumur. Dua kata tetselempunyai
arti yang sejalan, yakni menggunakan sesuatu umtekRdapatkan
sesuatu yang diinginkan. Pengertian ini sesuaialepgngertian para
ulama’, di antaranya al-Shan’ani dalasubul al-salam yang
memahami korupsi sebagai “upaya memperoleh sesd@bgan
mempersembahkan sesuattfSedangkan menurut terminologi figh,
suap adalah segala sesuatu yang diberikan olelorargekepada
seorang hakim agar ia memutuskan suatu perkara k untu
(kepentingan) nya atau agar ia mengikuti kemauanRgdakual-

risywah terdiri darial-rasyi danal-murtasyi Al-Rasyiadalah orang

8 Al-Shana’ani Subul al-SalamBeirut; Dar al-Shadr, him. 322

¥ Moh. Ayiq Amrulloh, Korupsi dalam Perpektif FigitdalamFigih Korupsi Amanah VS
KekuasanMataram: Somasi NTB, 2001, him. 276.

* Op.cit, him. 60
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yang memberikan sesuatu (suap) untuk mendapatlaratseyang
diinginkan, sedangkaal-murtasyiadalah orang yang menerima suap.
Perbuatanal-risywah merupakan perbuatan pidana yang dilarang
agama juga sangat dibenci dalam Islam karena setyenperbuatan
tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathikhAberfirman

dalam surat al-Baqgarah: 188 sebagaimana berikut:

B-MADHEHA@ 0 & XX Ju)
27205 O ¢ < 27E+ O @A 0
SRR IE PRV R Bar Y RN

GELRND Lo ANNRE BXOD7100D>=¢0

B-ODHOE0I0 W QI OFZ€CO¢NEa I

YaItE Ju INT-Nm [N SITQHE s GCOORHB o

FERSR € oo N O Oq O we S

VR P ¢QOCORELD ¢ o Sh€e= L0

Artinya: Dan Janganlah sebagian kamu memakan lsmib@gian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang batad d
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuasgad
padahal kamu mengetahui.”(QS.al-Bagoroh;188)

Dalam Terjemah Tafsir Ath-Thabrani, Abu Ja'far lae
bahwa Allah telah menganggap orang yang makan baudaranya
sendiri dengan cara yang bathil seperti ia memaleatanya sendiri
dengan cara yang bathil. Ayat ini senada denganpaga Surat An-
Nisa’ ayat 29 yang mana maknanya bahwa Allah telahjadikan
orang-orang yang beriman saudara, maka orang yargbomuh
saudaranya seperti membunuh dirinya sendiri, daangoryang

memakan harta saudaranya seperti memakan hartangaisDan

*! Departemen Agama Republik Indonesfd;Qur'an dan Terjemahny&emarang : CV
Toha Putra, 1989., him. 29
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memakan harta dengan cara yang batil, maksudnymdearara yang
tidak dibenarkan oleh Allah Ta’afa.

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya
dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kesdakan beliau

terhadap perbuatan keduanya. Rasulullah SAW beaisabd

<

) ks e ) Jom dl Jply 2 JB R Gl e
LS G 5
Artinya: Dari Abi Hurairah RA berkata, RasulullaBAW

bersabda: Allah melaknat orang yang melakukan suap
dan menerima suap di dalam hukum.” (HR. Ibnu Majah)

Hadist yang lain :
G5 sl o el e Al Jo i ot il JB 0L e
Wi 2% ) g5
Artinya: Dari Sauban berkata: Rasulullah SAW meétkpenyuap,
penerima suap dan perantara, artinya orang yangadien
perantara suap bagi keduanya.” (HR.Ahmad).
Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. $eoran
pejabat boleh meminta hadiah dengan beberapa syarat
1. Pemberi hadiah bukan orang yang sedang terkaitapertan
urusan.
2. Pemberian tersebut tidak melebihi kadar volume dsaan
sebelum menjabat.

Jika seseorang kehilangan haknya dan dia hanya bisa

mendapatkan hak tersebut dengan cara menyogoksasmorang

22 Ahsan AskanTerjemah Tafsir Ath-Thabraniakarta: Pustaka Azzam, 2008, him. 194.
% Ibid., him. 82.
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tertindas, ia tidak mampu menolaknya kecuali derganyogok ,
maka lebih baik ia bersabar sampai Allah memudaliaginya
kepada jalan terbaik untuk menghilangkan ketersadatersebut
dan bisa memperoleh haknya. Tetapi apabila tetapggumakan
suap dalam kondisi seperti itu, maka dosanya dijamg orang
yang menerima suap sedangkan orang yang menyua tid
berdosa.

Para ulama’ sebagian besar mendasarkan pendegeditite
kepada hadis orang-orang yang menijilat yang membatat
kepada Nabi kemudian Nabi memberi kepada merekahaad

mereka tidak berhak. Diriwayatkan dari Umar ra:
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Artinya: “Apabila salah satu diantara kamu mengddaa zakat dari
sisikku dengan cara mengempitnya-membawa zakat
tersebut di bawah ketiaknya-sesungguhnya zakat itu
baginya adalah api! Wahai Rasulullah bagaimana anda
memberikan kepadanya padahal Anda tahu bahwa zakat
itu baginya adalah api? Rasulullah menjawab; Apagya
harus ku lakukan? Mereka menolak kecuali masalahku
dan Allah menolak kekikiran untukku.”

o)

Ghulul (Penyalahgunaan Wewenang)

Ghulul ialah konsep atau terminologi yang sering
dihubungkan dengan korupsi karena melihatnya sebaga
pengkhianatan atas amanat yang seharusnya diztgdul secara

leksikal dimaknai &akhdzu al-syai wa dassahu fi mata’ihi
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(mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalamartya)*
Pada mulanyaghulul merupakan istilah bagi penggelapan harta
rampasan perang sebelum dibagikan. Oleh karenantuHajar al-
Asgalani mendefinisikannya dengé&al-khiyanah fi al-maghnam”
(pengkhianatan pada harta rampasan pefanigdbih lanjut, Ibnu
Qutaybah menjelaskan bahwa perbudthanat tersebut dikatakan
ghulul karena orang yang mengambilnya menyembunyikanaga p
harta miliknya?® Tindakan kejahatan ini disebutkan dalam QS.ali-
Imran: 161 yang hanya menjelaskan jenis sanksiktirat tanpa
memberikan sanksi yang jelas di dunia. QS. ali-imrd61

sebagaimana berikut:

QO =P ERDOGY W AR o 68 @0
020040 InDHGC G0 Me260 F OuA40
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Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta

rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat delesan
harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamakaa
datang dengan apa yang dikhianatinya itu, kemuiBg@rtiap
diri akan diberi pembalasan tentang apa yang igakamn
dengan pembalasan yang setimpal, Tidaklah merakakén
dizalimi. (QS.Ali Imran:161Y’

* Muhammad Rawas Qala’arji dan Hamid Shadiq Qunaidirjam Lughat al-Fugaha,
Beirut: Dar al-Nafis, 1985, him. 334.

* Ibnu Hajar al-Asqalani,Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-BukhatKairo: Dar Dywan
al-Turats, him. 17

?® Muhammad ibn Abd-al Bagi ibn Yusuf al-ZargaSBijarh al-Zargani ‘ala Muwatha’ al-
Imam al-Malik,Beirut: Dar al-Kutub al-limiyah, cet Ill, him. 37

?’ Depertemen Agama Republik Indonesfd;Qur'an dan Terjemahny&emarang : CV
Toha Putra, 1989, him. 71.
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Ayat ini diturunkan kepada pasukan-pasukan matayang
diletakkan di bagian depan oleh Rasulullah SAW, keian beliau
Nabi SAW mendapatkan harta rampasan, tetapi betidak
membagikannya kepada mereka. Allah SWT kemudianumekan
ayat ini kepada Nabi untuk mengajarkan kepada unebahwa
perbuatannya tersebut salah. Allah SWT pun mergaabeliau apa
yang harus dilakukan berkaitan dengan harta ramgasaang, bahwa
tidak sepantasnya beliau mengkhususkan harta terskdpada
sebagian kelompok yang ikut dalam peperangan, legpada orang
yang dekat dengan beliau, sementara yang lain.#fdak

Namun, kemudian Rasulullah dalam haditsnya memnipsrje
maknaghulul pada beberapa bentuk:

1. Komisi: tindakan seseorang yang mengambil sespatughasilan
di luar gajinnya yang telah ditetapkan.

2. Hadiah: Orang yang mendapatkan hadiah karena jabaag
melekat pada diriny&

Perolehan yang diperbolehkan menurut Islam, sep#ek,
sedekah, hibah, dan hadiah, dapat berubah stakusnhya menjadi
haram jika yang menerima itu para pejabat pemédriatau orang
yang menerima hadiah karena pekerjaannya atauspdas tugasnya.
Hal ini diberlakukan selain dari sabda Rasulullahg/tegas dan jelas

tersebut, juga pertimbangan adanya kekhawatiraaknys mental

% Akhmad Affandi, Terjamah Tafsir Ath-ThabariJakarta: Pustaka Azzam, 2008, him.
130.
* Op.cit, him. 56.



35

pejabat dan pudarnya obyektivitas dalam melakukan menangani
suatu perkara. Dalam terminologi ushul fikih dikedangan istilah
sad al-dzari’ahatau mencegah jalan keburukan/kebinasaan.

Mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsigseia@ana
yang telah didefinisikan di atas, magfaulul memenuhi semua unsur
korupsi tersebut, karena:

1. Ghululterjadi karena ada niat untuk memperkaya diri send

2. Ghulul merugikan orang lain dan sekaligus merugikan ka&ay
negara karenghanimahdan hadiah yang digelapkan (diterima)
oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya fadgdain dan
hak negara.

3. Ghulul terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan
wewenang.

4. Ghulul merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus
melawan hukum karena dilarang agama dan merugakisisikum
dan moral masyarakat.

3. Saragah (Pencurian)

Selain itu, konsep yang biasanya langsung dihulbamgk
dengan korupsi karena sudah populer sebagai kgmsgpndahan
hak atas harta secara melawan hukum dan praktisudah lama
dikenal, yakni pencurian. Pencurian adalah tindakangambil harta
pihak lain secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pg&mnbamanat

atasnya, Kejahatan ini disinggung dalam QS.al-Mai&8 di mana

%0 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyaip, cit., him.55-60.
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pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan. QS. abkta 38

sebagaimana berikut:

20E 0o O0we S @202 O OO0 Wwe
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Artinya: Laki-laki dan perempuan yang mencuri, pafiah tangan
keduanya sebagai balasan bagi keduanya dan sillaaan
Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha
Bijaksana. (QS. al-Maidah: 38)

Keterangan mengenai ayat ini banyak pendapat mangen
pencuri yang dimaksud oleh Allah dalam ayat terseBebagian
berpendapat bahwa pencuri itu adalah yang mesesuatu yang
bernilai tiga dirham, dan seterusnya. Ini adalahdapat ulama
madinah, di antaranya Malik bin Anas. Ulama’ laiaergendapat
bahwa maksudnya adalah yang mencuri senilai sepeatedinar,
atau barang yang senilai dengannya, Ulama yangbeégpat ini di
antaranya Al-Auza’i. Ulama’ lain juga berpendapathwa
maksudnya adalah yang mencuri senilai sepuluh mirtz@au lebih.
Dan diantara yang berpendapat ini adalah Abu Hanifaan

sebagian lain berpendapat bahwa maksudnya adamabaskasus

pencurian, baik jumlahnya sedikit maupun bari§ak

*' Depertemen Agama Republik Indonesfd;Qur'an dan Terjemahny&emarang : CV
Toha Putra, 1989, him. 114.

> Akhmad Affandi, Terjemah Tafsir Ath-Thabaridakarta: Pustaka Azzam, 2008, 864-
865.
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Dalam kajian fighjinayah para fugoha mengklasifikasikan
pencurian ke dalam dua kategori. Pertama, pencyeag diancam
hukumanhadd (ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam
dan kadarnya dalam Al-Qur'an atau sunnah). Kedeagyrian yang
diancam dengan hukumaa'zir (hukuman terhadap terpidana yang
tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinyaaldindnash al-
Quran dan Hadits¥?

Pencurian baru dapat diancam hukurhadd jika memenuhi
beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakargamehil secara
sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil adakh orang
lain, dan unsur kesengajaan berbuat kejahatan.uRancyang
diancam hukumarhadd dibagi menjadi dua macamal{sarigah
sughra)pencurian kecil dars@rigah kubrd pencurian besaf. Para
ulama berpendapat bahwa karena adannya persanrafitekaalam
beberapa hal, jenis pencurian bedrsarigah kubra dikenal juga
sebagajarimah hirabah

Dengan demikian bentuk kejahatan terhadap hartzager
kepada:

a) Tindak kejahatan terhadap harta yang diancam demgjeunman
hadd terdiri dari dua macam:

1. Pencurian yang dikenal sebaghsarigoh al-shugra

¥ Op.cit, him. 80.
** Ibid., him.76.
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2. Perampokan yang dikenal sebaghksariqoh al kubraatau
hirabah
b) Tindak kejahatan pencurian yang diancam dengan rhaku
ta’zir, yaitu pencurian dan perampokan yang tidak menmuku
syarat-syarat untuk dijatuhi hukumaadd**
D. Hukuman Pidana Korupsi
1. Hukuman Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang
Mengacu pada undang-undang nomor 20 Tahun 200&antgnt
Pemberantasan Tindak Pidana Korumisebutkan bahwa pelaku tindak
pidana korupsi dijerat dengan hukuman pidana bepepgra dan denda,
pada keadaan tertentu bisa sampai pada hukumaruséigup. Pegawai
negri atau penyelenggara Negara jika terbukti madak tindakan korupsi
baik berupa penyuapan, penyalahgunaan wewenangetbagainya maka
diancam dengan pidana seumur hidup. Dalam pasdik&Butkan :
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atiangipenjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lamadifa (puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dtwes juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarahbjoi
Namun ada klasifikasi terhadap pelaku tindak pidesrapsi, jika
nominalnya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juwtgiah) maka
hukuman pada pasal 12 tidak berlaku sebagaimara digglaskan pada

pasal 12 A ayat 2 disebutkan:

% bid., 76.
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Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainyaaag dari Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dindkdalam ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tigayin dan pidana
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima pultén jupiah).

Kemudian bagi pegawai negeri sipil atau penyelerggddegara
jika terbukti menerima gratifikasi atau melakukaenpuapan untuk
kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikagdaxe juga diancam
pidana penjara seumur hidup atau paling singkahdrt dan paling lama
20 tahurt®

Kemudian dijelaskan lagi yang dimaksud dengan fgtasi dalam

pasal 12 B Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat idalah pemberian
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uangahgr rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalananjlifas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan tdasiliainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalanger® maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan salak&ronik atau
tanpa sarana elektronik.

Disamping pidana penjara dan denda, pelaku tinaddnp korupsi

juga diancam berupa perampasan harta benda yalgktiedari hasil

*® pasal 12 B
1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atawyglenggara negara dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangwaeran dengan kewajiban atau tugasnya,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh jutaahjpatau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi
tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh peaagratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (képjuta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi
tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggagara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah pidana penjara seumur hidup atau pidananaepaling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda pakaikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (selfar rupiah).
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korupsi. Penjelasan terkait dengan perampasan teagabut termaktub
dalam pasal 38 B dan <.
2. Hukuman Pidana Korupsi Menurut Islam

Pada dasarnya disyari’atkannya hukum Islam adalatuku
melindungi lima pilar pokok dalam agama yaitu agataasendiri, jiwa,
harta, kehormatan, dan keturunan. Artinya semuadukegangguan dan
ancaman terhadap lima hal ini dianggap pelanggéegmdap hukum
Islam {arimah).

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum maka memera
hukuman dalam system peradilan Islam juga harussditan pada

beberapa asas peradilan. Pertama, asas legaiitesadhukum baru bisa

%" pasal 38 B
1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pada&44dl 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan#psi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal
12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebalikterhadap harta benda miliknya yang belum
didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tingidkna korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan lzatharta benda sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidemaipsi, harta benda tersebut dianggap
diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan halierwenang memutuskan seluruh atau
sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara
3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaiman&sdidhalalam ayat (2) diajukan oleh
penuntut umum pada saat membacakan tuntutannygpéeira pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dichdk$am ayat (1) bukan berasal dari tindak
pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saatbaeakan pembelaannya dalam perkara pokok
dan dapat diulangi pada memori banding dan menasa.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khususkumemeriksa pembuktian yang diajukan
terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakanslefzai segala tuntutan hukum dari perkara
pokok, maka tuntutan perampasan harta benda selagaidimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
harus ditolak oleh hakim.
Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah mempeida&batan hukum tetap, diketahui
masih terdapat harta benda milik terpidana yanggéicatau patut diduga juga berasal dari tindak
pidana korupsi yang belum dikenakan perampasarkumtgara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukgatayu perdata terhadap terpidana dan atau
ahli warisnya.



41

diterapkan setelah adanyashyang mengatur. Hal ini didasarkan pada
Surat al-Isra’ ayat 15 yang berbunyi sebagaimaniauie

s DIO# L1 RP< 4o EORIQ®T o I &IIO%
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Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengdayah (Allah), Maka
Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamataripydi
sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesunggubia
tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan gs®prgang
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, damiKalak
akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang (&8l
Al-lsra’:15)*,

Dari ayat tersebut lahirlah kaidah :

o) 5959 J Dl JlY (S
Artinya: Sebelum ada nash (ketentuan) tidak adaumukagi perbuatan
orang-orang yang berakal sehat (maksudnya tidakpadauatan
mukallaf yang dapat dihukum kecuali setelah adatstantuan
nash) %
Kedua adalah asas kemaslahatan umat, ketiga, eadsak yang
merata artinya hukum harus ditegakan secara addaetidak memihak
kepada salah satu golongan, keempat asas pencetghaerbuatan jahat

yakni asas yang diperlukan dalam rangka mencegahpaiaku kejahatan

(koruptor) tidak mengulangi perbuatannya kelimaasagpertanggung

** Depertemen Agama Republik Indonesfd;Qur'an dan Terjemahny&emarang : CV
Toha Putra, 1989, him. 283.
* Op.cit.,hlm. 91.
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jawaban pidana. Artinya dalam sistem peradilan laab&tiap orang harus
bertanggung jawab atas perbuatan pidanaffya .

Dalam tindak pidana korupsi ada tiga unsur yaaqgatl dijadikan

pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besamhaik, yaitu :

1. perampasan harta orang lain.

2. pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, dan

3. kerjasama, atau kongkalikong dalam kejahatan.gietiunsur ini
telah jelas dilarang dalam syari'at Islam.

Selanjutnya tergantung kepada kebijaksanaan akehat,
keyakinan dan rasa keadilan Hakim yang didasar pada rasa
keadilan masyarakat untuk menentukan hukumam palaku korupsi.
Meskipun seorang Hakim diberi kebebasan untekgenakanta’zir,
namun dalam menentukan hukuman, seorang Hakim keyaa
memperhatikan ketentuan umum pemberian samkdam Hukum
Pidana Islam yaitu :

a) Hukuman hanya dilimpahkan kepada orang yaegduatjarimah,
tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikéngiuman

b) Adanya kesengajaan, seseorang dihukum karena kajapabila ada
unsur kesengajaan untuk berbuat jahat, tidala kesengajaan
berarti karena kelalaian, salah, lupa, ataelirikk Meskipun

demikian karena kelalaian, salah, lupa atalirkk tetap diberi

“Oibid, him. 91-93.
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hukuman, meskipun bukan hukuman karena kejahatalainkan
untuk kemaslahatan yang bersifat mendidik.

c) Hukuman hanya akan dijatuhkan apabila kejamhatasebut secara
meyakinkan telah diperbuatnya

d) Berhati-hati dalam menentukan hukuman, membiaridak tdihukum
dan menyerahkannya kepada Allah apabila tidak midkikti **

Ibnu Taimiyah menyebut beberapa model hukunj@imah
ta’zir yang pernah dicontohkan oleh nabi dan para sagdn “ Batas
minimal hukumana’zir tidak dapat ditentukan, tapi intinya adalah semua
hukuman menyakitkan bagi manusia, bisa benogkataan, tindakan
atau perbuatan dan diasingkan. Kadang-kadaggosang dihukum
ta’zir dengan memberinya nasehat atau teguran, lelad@annya dan
menghina- kannya. Kadang-kadang seseorang dinutalzir dengan
mengusirnya dengan meninggalkan negerinya geghinia bertaubat.
Sebagaimana nabi pernah mengusir tiga orang byampgling, mereka itu
adalah Ka’ab bin Malik, Maroroh bin Rabi’ dan Hilkin Umaiyyah.
Mereka berpaling dari Rasulullah pada perang uKalMaka nabi
memerintahkan untuk mengasingkan mereka, kemudiamabi
memaafkan mereka setelah turun ayat-ayat edQu tentang
diterimanya taubat mereka. Dan kadang-kadangurhan ta’zir
berbentuk pemecatan dari dinas militer bagijupit yang melarikan

diri dari medan perang, karena melarikan dini daedan perang

! Ismail Muhammad SyahFilsafat Hukum IslamBumi Aksara, Jakarta, 1992, him.87.
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merupakan dosa besar. Begitu pula pejabat apafmidakukan

penyimpangan maka ia diasingkan”

Uraian tersebut menegaskan kepada kita bahwé&unian
jarimah ta’zir sangat bervariasi mulai dari pemberian tagusampai
pada pemenjaraan dan pengasingan. Mengaca paugalaman nabi
dan para sahabat di atas memberikan hukum@air kepada pelaku
korupsi adalah dapat berupa pilihan atau ggdm diantara berbagai
jenis ‘uqubahberikut :

1). Pidana atas jiwaalfuqubah al-nafsiyah yaitu hukuman yang
berkaitan  dengan kejiwaan seseorang, seperti gaan dan
ancaman.

2). Pidana atas badaral-(ugubah al-badaniyyah yaitu hukuman
yang dikenakan pada badan manusia, seperti hukoraipnhukuman
dera/jilid dan hukuman potong tangan.

3). Pidana atas hartaal{ugubah al-maliyal, yaitu hukuman yang
dijatuhkan atas harta kekayaan seseorang, sefpgati denda dan
perampasan

4). Pidana atas kemerdekaan, yaitu hukumary ydijatuhkan kepada
kemerdekaan manusia, seperti hukuman pengasiragdragh) atau

penjara 4l-sijn).*®

42 Munawar Fuad NoeHislam dan Gerakan Moral Anti KorupsZikrul Hakim, Jakarta,
1997,him.90-91.

4 Afifi  Fauzi Abbas, sanksi hukuman  korupsi  dalam Islam,
http://www.scribd.com/doc/17090379/Sanksi-Hukum-Hasi-dalam-Islam-Dr-Afifi Diakses
pada 11 Oktober 2013.
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E. Perampasan Aset Milik Koruptor

Perampasan aset milik pelaku tindak pidana koragthami dari
permasalahan tindak pidana korupsi yang tidak samgbantara dugaan,
tuntutan, dan juga putusan hukum bagi seseorang galakwa melakukan
tindak pidana korupsi. Seseorang yang diduga mktakuindak pidana
korupsi namun di dalam pembuktiannya hanya terbsigjimlah kecil dari
yang dituduhkan menyebabkan pelaku korupsi terseiadih tetap dengan
leluasa menikmati sisa dari hasil korupsinya.

Fakta ini kemudian melahirkan permisifitas di saisi dan apatisme
disisi lain terhadap pola penegakan korupsi. Okaferka itu muncul gagasan
perampasan aset tersebut. Oleh karena itu Majédis& Indonesia mufakat
dan mendorong pemerintah untuk mengagendakan adamyang-undang
tentang perampasan aset milik pelaku tindak pidamapsi yang kemudian
termaktub dalam UU No. 20 tahun 2001. Tujuannya lak adalah
memiskinkan koruptor, sehingga diharapkan mampu Imeeikan efek jera
dan minimalisir kasus korupsi di Indonesia.

Perampasan aset dalam sistem hukum pidana di Isidod#gakukan
melalui putusan pengadilan yang telah memiliki lkgka hukum tetap
(inkrach®) kemudian dengan gugatan perdata seperti pada3satiJ No. 31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidangsiosgbagaimana telah
diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.

Perlakuan terhadap aset pelaku tindak pidana korups

dikategorisasikan menjadi tiga yaitu :
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a. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbuktabkal dari tindak pidana
korupsi adalah bukan milik pelaku. Karenanya asatebut harus
dirampas dan diambil oleh Negara, sedang pelakdimyggum.

b. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbuktidukerasal dari tindak
pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidakeh dirampas untuk
Negara.

c. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak tetbbkrasal dari tindak
pidana korupsi, tetapi juga tidak bisa dibuktikamhlwa aset tersebut
adalah miliknya, maka diambil oleh Negdfé.

Landasan teologis dari Majlis Ulama Indonesia umgekampasan aset
pelaku pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam surah al-Bagarah ay&t d€bagaimana berikut:

275+ O@0cE 0 BMUDHA b s oo @
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7] [SIN@) e AV M B2XA7@ (0> <60
BXO>EH>E 00w N> OZ€EONEa
SYO A2 O SILHE s CQORK® o
Fhbh & e e N L O O wae S
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Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakara hegbahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathih d
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepatan,
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripadeébkada
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Pad&haiu
mengetahuf>(QS.al-Bagarah:188)

2. Firman Allah SWT dalam Al-Nisaa’ ayat 29 sebagana berikut:

4 |jtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia IV Cqmg, Tasikmalaya, 29 Juni-2
Juli 2012 Masail Wagiiyah mu’ashirat2012, Him: 4-5
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlamla saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuatjastefalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka tdraan
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhn
Allah adalah Maha Penyayang kepaddf{QS. Al-Nissa’:29)
3. Kaidah Figih
OjT Ua.&\ O}- 0.3\5-? D}- Lo
Artinya: Sesuatu yang haram mengambilnya haram méaberikannya
4. Ketentuan Perundang-undangan, antara lain :
a. Undang-Undang Nomor 31 tahun 199 jo. Undang-Unddogor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidangdioru
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun22@htang
Pencucian Uang.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun32@htang

Gratifikasi.*’

*® Depertemen Agama Republik Indonesf;Quran dan Terjemahnys&Semarang : CV
Toha Putra, 1989, him. 83.

¥ Jjtima Ulama Komisi Fatwa MUl Se-Indonesi&lasail Wai'iyyah mu’ashirah
Cipasung, him 5-6



